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ABSTRACT 
This study aims to analyze the tariff determination system of BRIlink agents in 
Belopa Utara District, Luwu Regency, and to examine its conformity with the 
perspective of Islamic economic law. This research uses a field research method 
with a qualitative approach and a normative sociological approach. The data 
sources consist of primary data obtained through interviews with BRIlink agents and 
customers, as well as secondary data from books, journals, and other supporting 
documents. Data collection techniques include observation, interviews, and 
documentation, while data analysis is conducted using descriptive qualitative 
methods through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The 
results show that the tariff determination system of BRIlink agents in Belopa Utara 
is not standardized by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, but is determined 
independently by each agent based on operational costs, location distance, and 
marketing strategies. This leads to variations in tariffs among agents. In terms of 
service, BRIlink provides convenience for the community in conducting financial 
transactions; however, tariff transparency is still not optimal. From the perspective 
of Islamic economic law, the practice of tariff determination is permissible as it 
represents a service fee (ujrah) in an ijarah contract, as long as it adheres to the 
principles of justice, transparency, and public benefit. However, significant tariff 
differences and lack of transparency may lead to elements of gharar (uncertainty) 
and perceived injustice. Therefore, increased transparency and supervision are 
needed to ensure that tariff practices align with Islamic economic principles. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem penetapan tarif agen BRIlink di 
Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu serta mengkaji kesesuaiannya dengan 
perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan 
normatif sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui 
wawancara dengan agen BRIlink dan nasabah, serta data sekunder dari buku, 
jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data 
menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 
penetapan tarif agen BRIlink di Kecamatan Belopa Utara tidak ditentukan secara 
baku oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, melainkan ditetapkan secara 
mandiri oleh masing-masing agen berdasarkan biaya operasional, jarak lokasi, 
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serta strategi pemasaran. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan tarif antar agen. 
Dari sisi pelayanan, keberadaan BRIlink memberikan kemudahan bagi masyarakat 
dalam melakukan transaksi keuangan, namun transparansi informasi tarif masih 
belum optimal. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik penetapan tarif 
tersebut diperbolehkan karena merupakan bentuk imbalan jasa (ujrah) dalam akad 
ijarah, selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Namun 
demikian, perbedaan tarif yang signifikan dan kurangnya keterbukaan informasi 
berpotensi menimbulkan unsur gharar dan ketidakadilan. Oleh karena itu, 
diperlukan peningkatan transparansi dan pengawasan agar praktik penetapan tarif 
sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. 
 
Kata Kunci: BRIlink, Penetapan Tarif, Hukum Ekonomi Syariah 
 
A. Pendahuluan 

Zaman globalisasi di bidang 

ekonomi membawa berbagai 

fenomena baru dalam perkembangan 

sistem keuangan, seperti hadirnya 

lembaga-lembaga keuangan dengan 

pola dan sistem yang beragam serta 

semakin kompleksnya jenis transaksi 

keuangan. Perkembangan teknologi 

informasi juga turut mendorong 

perubahan signifikan dalam sistem 

pelayanan keuangan yang semakin 

cepat, praktis, dan berbasis digital. 

Dalam kondisi ini, peran bank menjadi 

sangat penting, baik bagi individu, 

pelaku usaha, maupun bagi suatu 

negara. Bank merupakan lembaga 

yang memiliki pengaruh besar 

terhadap stabilitas dan pertumbuhan 

perekonomian (Dalimunthe and Lubis 

2023). Oleh karena itu, persaingan 

antarbank di Indonesia semakin ketat 

dengan berbagai inovasi layanan dan 

produk unggulan guna menarik dan 

mempertahankan nasabah. 

Nasabah menjadi sumber utama 

keberlangsungan suatu bank. Tanpa 

adanya kepercayaan dan loyalitas 

nasabah, suatu bank tidak akan 

mampu berkembang secara optimal. 

Oleh karena itu, penting bagi setiap 

karyawan dan pihak bank untuk 

memahami kebutuhan serta keinginan 

nasabah. Pelayanan yang cepat, 

tepat, ramah, dan memberikan 

kenyamanan menjadi faktor utama 

dalam meningkatkan kepuasan 

nasabah. Selain itu, nilai tambah 

dalam pelayanan seperti kemudahan 

akses dan transparansi biaya juga 

menjadi pertimbangan penting bagi 

masyarakat dalam memilih layanan 

perbankan (Rahmawati et al. 2022). 

PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk merupakan salah satu 

bank tertua di Indonesia yang didirikan 

pada tahun 1895 dan memiliki fokus 
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utama pada pemberdayaan 

masyarakat kecil melalui sektor usaha 

mikro. Komitmen ini menjadikan BRI 

sebagai pelopor dalam 

pengembangan layanan micro 

banking yang menjangkau hingga 

pelosok daerah (Pella and Henukh 

2025). Seiring dengan perkembangan 

zaman, BRI terus berinovasi dalam 

menghadirkan layanan yang 

memudahkan masyarakat, salah 

satunya melalui program BRIlink. 

BRIlink merupakan bentuk 

perluasan layanan BRI dengan 

menjalin kerja sama bersama 

nasabah sebagai agen yang dapat 

melayani transaksi perbankan secara 

real time online menggunakan 

perangkat EDC (Electronic Data 

Capture) atau mini ATM BRI dengan 

sistem sharing fee. Program ini 

memungkinkan masyarakat untuk 

melakukan berbagai transaksi seperti 

tarik tunai, transfer, pembayaran 

tagihan, hingga pembelian pulsa 

tanpa harus datang ke kantor bank 

(Clara 2024). Hal ini sangat 

membantu terutama bagi masyarakat 

yang berada di daerah yang jauh dari 

akses perbankan. 

Selain itu, BRIlink juga 

merupakan bagian dari implementasi 

program layanan keuangan digital 

(LKD) yang sejalan dengan kebijakan 

inklusi keuangan yang dicanangkan 

oleh Bank Indonesia. Konsep yang 

digunakan dalam layanan ini dikenal 

dengan istilah branchless banking, 

yaitu penyediaan layanan perbankan 

tanpa melalui kantor cabang fisik 

(Sugianto, Mutiara, and Malik 2025). 

Dengan adanya sistem ini, diharapkan 

masyarakat yang sebelumnya belum 

tersentuh layanan perbankan dapat 

dengan mudah mengakses berbagai 

layanan keuangan. 

Pada praktiknya, sistem 

perbankan konvensional seringkali 

memerlukan waktu yang relatif lama 

karena nasabah harus mengantre di 

kantor bank untuk melakukan 

transaksi. Kondisi ini menjadi salah 

satu kendala bagi masyarakat yang 

memiliki keterbatasan waktu dan 

akses (Muhajir, Abdurrahman, and 

Gassing 2024). Oleh karena itu, 

kehadiran BRIlink menjadi solusi 

alternatif yang memberikan 

kemudahan, kecepatan, dan efisiensi 

dalam bertransaksi. Layanan ini juga 

memberikan peluang ekonomi bagi 

masyarakat yang menjadi agen 

karena memperoleh keuntungan dari 

setiap transaksi yang dilakukan. 

Meningkatnya jumlah pengguna 

layanan BRIlink menunjukkan 
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tingginya minat masyarakat terhadap 

layanan ini. Hal ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, di antaranya 

kedekatan personal antara agen dan 

nasabah, lokasi agen yang strategis 

dan mudah dijangkau, serta faktor 

keamanan karena nasabah tidak perlu 

membawa uang dalam jumlah besar 

ke bank. Selain itu, agen BRIlink juga 

berperan sebagai penyedia informasi 

bagi masyarakat ketika mengalami 

kendala terkait layanan perbankan. 

Namun demikian, dalam 

praktiknya masih terdapat beberapa 

permasalahan, khususnya terkait 

dengan penetapan tarif layanan oleh 

agen BRIlink. Berdasarkan hasil 

observasi awal di Kecamatan Belopa 

Utara, Kabupaten Luwu, ditemukan 

adanya perbedaan tarif antaragen 

dalam memberikan layanan kepada 

nasabah. Perbedaan ini tidak hanya 

kecil, tetapi cukup signifikan sehingga 

menimbulkan ketidakpastian bagi 

masyarakat sebagai pengguna 

layanan. 

Sebagai contoh, terdapat agen 

yang menetapkan biaya tambahan 

sebesar Rp5.000 untuk transaksi tarik 

tunai atau transfer dengan nominal 

Rp100.000 hingga Rp500.000, dan 

Rp10.000 untuk nominal Rp500.000 

hingga Rp2.000.000. Namun, di sisi 

lain terdapat agen lain yang 

menetapkan tarif lebih tinggi, yaitu 

berkisar antara Rp10.000 hingga 

Rp15.000 untuk jenis transaksi yang 

sama, bahkan lebih besar untuk 

nominal tertentu. Perbedaan ini 

menunjukkan tidak adanya standar 

tarif yang seragam di antara agen 

BRIlink di wilayah tersebut. 

Kondisi tersebut berpotensi 

menimbulkan ketidakadilan bagi 

nasabah, terutama bagi masyarakat 

yang kurang memahami sistem biaya 

dalam layanan BRIlink. Selain itu, 

adanya peluang bagi agen untuk 

menetapkan tarif secara sepihak 

dapat membuka kemungkinan 

terjadinya praktik pengambilan 

keuntungan yang berlebihan. Jika hal 

ini tidak dikontrol dengan baik, maka 

dapat menurunkan tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap 

layanan perbankan. 

Dalam perspektif hukum 

ekonomi syariah, setiap aktivitas 

muamalah harus berlandaskan pada 

prinsip keadilan (‘adl), kejujuran 

(shidq), transparansi, serta tidak 

mengandung unsur gharar 

(ketidakjelasan), riba, dan eksploitasi. 

Penetapan tarif yang tidak jelas dan 

tidak transparan dapat dikategorikan 

sebagai bentuk ketidakadilan yang 
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bertentangan dengan prinsip-prinsip 

syariah (Asdar et al. 2025). Oleh 

karena itu, penting untuk mengkaji 

lebih dalam praktik penetapan tarif 

agen BRIlink agar sesuai dengan nilai-

nilai ekonomi Islam. 

Selain itu, penelitian ini juga 

menjadi penting karena dapat 

memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan pemahaman 

masyarakat mengenai hak dan 

kewajiban dalam menggunakan 

layanan keuangan digital. Di sisi lain, 

hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan evaluasi bagi pihak 

bank dalam menetapkan kebijakan 

terkait standar tarif agen BRIlink agar 

lebih adil dan transparan. 

Berdasarkan uraian tersebut, 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis 

Penetapan Tarif Agen BRIlink dalam 

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di 

Kecamatan Belopa Utara Kabupaten 

Luwu”. 

 

B. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan kualitatif dan 

menggunakan pendekatan normatif 

sosiologis untuk mengkaji fenomena 

penetapan tarif agen BRIlink dalam 

perspektif hukum ekonomi syariah di 

Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten 

Luwu. Data penelitian diperoleh dari 

sumber primer melalui wawancara 

dengan agen BRIlink dan nasabah, 

serta sumber sekunder dari literatur 

seperti buku, jurnal, dan dokumen 

pendukung. Subjek penelitian adalah 

agen BRIlink sebagai pihak yang 

menetapkan tarif layanan, dengan 

teknik pengumpulan data meliputi 

observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan 

secara deskriptif kualitatif melalui 

tahapan reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan, serta 

divalidasi menggunakan triangulasi 

sumber dan teknik. Dalam proses 

analisis, peneliti juga menggunakan 

pendekatan berpikir deduktif dan 

induktif untuk memperoleh 

pemahaman yang komprehensif 

terhadap fenomena yang diteliti. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 
1. Sistem Penetapan Tarif dan 

Variasi Antar Agen BRIlink 
Berdasarkan hasil penelitian di 

Kecamatan Belopa Utara Kabupaten 

Luwu, sistem penetapan tarif agen 

BRIlink tidak ditentukan secara baku 

oleh PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk, melainkan ditetapkan 
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secara mandiri oleh masing-masing 

agen. Hal ini menunjukkan bahwa 

agen memiliki kewenangan penuh 

dalam menentukan besaran biaya 

administrasi untuk setiap jenis 

transaksi, seperti tarik tunai, transfer 

sesama BRI, maupun transfer 

antarbank. 

Dalam menetapkan tarif, agen 

mempertimbangkan berbagai faktor 

yang berkaitan dengan biaya 

operasional, seperti biaya listrik, sewa 

tempat usaha, biaya transportasi ke 

bank atau ATM, serta jarak antara 

lokasi agen dengan fasilitas 

perbankan. Selain itu, strategi 

pemasaran juga menjadi 

pertimbangan penting, di mana 

beberapa agen menetapkan tarif lebih 

rendah untuk menarik lebih banyak 

nasabah, sementara agen lain 

menetapkan tarif lebih tinggi untuk 

menutupi biaya operasional yang lebih 

besar. 

Variasi tarif yang terjadi antar 

agen menunjukkan adanya 

perbedaan perhitungan biaya dan 

strategi usaha yang diterapkan oleh 

masing-masing agen. Agen yang 

berada di lokasi strategis dengan 

jumlah pelanggan yang banyak 

cenderung dapat menetapkan tarif 

lebih rendah karena volume transaksi 

yang tinggi, sedangkan agen di lokasi 

yang kurang ramai cenderung 

menetapkan tarif lebih tinggi untuk 

menutup biaya operasional. 

Kondisi ini mencerminkan 

mekanisme pasar bebas, di mana 

harga jasa ditentukan oleh pelaku 

usaha berdasarkan kondisi dan 

kebutuhan masing-masing. Dalam 

sistem ekonomi pasar, variasi harga 

merupakan hal yang wajar karena 

dipengaruhi oleh biaya produksi dan 

strategi bisnis (Putri and Octafian 

2024). Namun demikian, perbedaan 

tarif yang cukup signifikan dapat 

menimbulkan persepsi ketidakadilan 

di kalangan nasabah, terutama ketika 

tidak ada standar tarif yang jelas 

sebagai acuan bersama. 

Selain itu, tidak adanya standar 

tarif yang baku dari pihak bank juga 

memberikan ruang yang cukup besar 

bagi agen untuk menentukan harga 

secara fleksibel. Di satu sisi, hal ini 

memberikan keuntungan bagi agen 

dalam mengelola usahanya, namun di 

sisi lain dapat menimbulkan 

ketidakpastian bagi nasabah sebagai 

pengguna layanan. 

2. Transparansi Tarif dan Persepsi 
Nasabah terhadap Layanan 
BRIlink 



Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar,  
ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950  

Volume 11 Nomor 01, Maret 2026  

204 
 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa transparansi dalam 

penyampaian tarif kepada nasabah 

masih belum sepenuhnya optimal. 

Sebagian besar agen memang 

menyampaikan biaya administrasi 

sebelum transaksi dilakukan, namun 

penyampaian tersebut umumnya 

hanya secara lisan dan belum disertai 

dengan daftar tarif tertulis yang 

dipasang di tempat usaha. Hal ini 

menyebabkan informasi tarif tidak 

selalu diketahui secara jelas oleh 

nasabah sebelum melakukan 

transaksi. 

Kurangnya transparansi ini 

berpotensi menimbulkan 

ketidakjelasan dalam transaksi, 

terutama bagi nasabah yang baru 

pertama kali menggunakan layanan 

BRIlink. Ketika informasi tarif tidak 

disampaikan secara terbuka dan 

konsisten, maka hal ini dapat memicu 

kesalahpahaman antara agen dan 

nasabah serta berpotensi 

menurunkan tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap layanan 

tersebut. 

Di sisi lain, keberadaan 

layanan BRIlink memberikan manfaat 

yang besar bagi masyarakat. 

Nasabah merasakan kemudahan 

dalam melakukan transaksi karena 

tidak perlu datang ke kantor bank, 

tidak perlu mengantre, serta dapat 

menghemat waktu dan tenaga. Lokasi 

agen yang dekat dengan tempat 

tinggal juga menjadi faktor utama 

yang mendorong masyarakat untuk 

menggunakan layanan BRIlink 

sebagai alternatif transaksi keuangan. 

Meskipun demikian, nasabah 

juga mengungkapkan adanya 

kebingungan dan ketidakpuasan 

terkait perbedaan tarif antar agen. 

Perbedaan ini dirasakan kurang adil, 

terutama ketika nominal transaksi 

yang dilakukan sama tetapi biaya 

yang dikenakan berbeda. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa aspek keadilan 

harga masih menjadi perhatian 

penting bagi nasabah dalam 

menggunakan layanan BRIlink. 

Kepuasan konsumen sangat 

dipengaruhi oleh persepsi keadilan 

harga dan transparansi informasi. Jika 

konsumen merasa harga yang 

dikenakan tidak adil atau tidak 

transparan, maka tingkat kepuasan 

dan loyalitas terhadap layanan 

tersebut dapat menurun, meskipun 

secara fungsional layanan tersebut 

memberikan kemudahan (Azizah, 

Ma’u, and Rahmiani 2024). 

Oleh karena itu, diperlukan 

upaya untuk meningkatkan 
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transparansi, seperti dengan 

menyediakan daftar tarif tertulis yang 

mudah dilihat oleh nasabah, sehingga 

dapat menciptakan kepercayaan dan 

kenyamanan dalam bertransaksi. 

3. Analisis Perspektif Hukum 
Ekonomi Syariah (Keadilan, 
Transparansi, dan 
Kemaslahatan) 

Dalam perspektif hukum 

ekonomi syariah, penetapan tarif pada 

agen BRIlink pada dasarnya 

diperbolehkan karena merupakan 

bentuk imbalan atas jasa (ujrah) 

dalam akad ijarah. Selama transaksi 

dilakukan atas dasar kesepakatan dan 

kerelaan kedua belah pihak, maka 

praktik tersebut dinilai sah. Prinsip 

keadilan (‘adl) menekankan bahwa 

penetapan tarif tidak boleh bersifat 

berlebihan atau merugikan nasabah. 

Dalam praktiknya, variasi tarif 

yang terjadi antar agen masih dapat 

diterima selama berada dalam batas 

kewajaran dan didasarkan pada 

pertimbangan biaya yang rasional. Hal 

ini sejalan dengan penelitian  (Suryani 

and Berutu 2022) yang menyatakan 

bahwa keuntungan diperbolehkan 

dalam Islam selama tidak 

mengandung unsur eksploitasi atau 

pengambilan keuntungan yang 

berlebihan. 

Selain prinsip keadilan, prinsip 

transparansi juga menjadi hal yang 

sangat penting dalam hukum ekonomi 

syariah. Setiap biaya yang dikenakan 

harus disampaikan secara jelas 

sebelum transaksi dilakukan untuk 

menghindari unsur gharar 

(ketidakjelasan). Dalam penelitian ini, 

masih ditemukan adanya agen yang 

belum menyampaikan tarif secara 

terbuka dalam bentuk tertulis, 

sehingga berpotensi menimbulkan 

ketidakjelasan bagi nasabah. 

Transparansi merupakan 

syarat utama dalam menciptakan 

transaksi yang adil, jujur, dan 

terpercaya (Husnah and Rohmayanti 

2025). Oleh karena itu, praktik 

penetapan tarif harus dilakukan 

secara terbuka agar tidak 

menimbulkan kerugian bagi salah satu 

pihak. 

Di sisi lain, keberadaan agen 

BRIlink juga mencerminkan prinsip 

kemaslahatan (maslahah) dalam 

Islam, karena memberikan manfaat 

besar bagi masyarakat, terutama 

dalam mempermudah akses layanan 

keuangan. Hal ini sejalan dengan 

upaya inklusi keuangan yang didorong 

oleh Bank Indonesia melalui konsep 

branchless banking. 
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Menurut Al-Ghazali, suatu 

aktivitas ekonomi dikatakan sesuai 

dengan syariah apabila mampu 

memberikan manfaat dan 

menghindari mudarat bagi 

masyarakat (Maharani and Yusuf 

2021). Layanan BRIlink dapat 

dipandang sebagai bentuk ta’awun 

(tolong-menolong) dalam bidang 

ekonomi, selama praktiknya 

dijalankan secara jujur dan tidak 

merugikan pihak lain. 

Dengan demikian, praktik 

penetapan tarif agen BRIlink di 

Kecamatan Belopa Utara dapat dinilai 

sah dalam perspektif hukum ekonomi 

syariah selama tetap menjaga prinsip 

keadilan, transparansi, dan 

kemaslahatan. Namun, diperlukan 

perbaikan dalam hal keterbukaan 

informasi tarif agar praktik tersebut 

lebih sesuai dengan nilai-nilai 

muamalah dalam Islam. 

 
D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa sistem penetapan tarif agen 

BRIlink di Kecamatan Belopa Utara 

Kabupaten Luwu ditentukan secara 

mandiri oleh masing-masing agen 

tanpa adanya ketentuan baku dari PT 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

Penetapan tarif dilakukan dengan 

mempertimbangkan biaya 

operasional, jarak lokasi, serta strategi 

pemasaran, sehingga menyebabkan 

adanya perbedaan tarif antar agen. 

Dari sisi pelayanan, keberadaan 

BRIlink memberikan kemudahan dan 

manfaat besar bagi masyarakat dalam 

melakukan transaksi keuangan, 

meskipun masih terdapat kekurangan 

dalam hal transparansi informasi tarif 

yang belum sepenuhnya disampaikan 

secara jelas dan tertulis kepada 

nasabah. Dalam perspektif hukum 

ekonomi syariah, praktik penetapan 

tarif tersebut pada dasarnya 

diperbolehkan karena merupakan 

bentuk imbalan jasa (ujrah) dalam 

akad ijarah, selama memenuhi prinsip 

keadilan, transparansi, dan 

kemaslahatan. Namun, perbedaan 

tarif yang cukup signifikan serta 

kurangnya keterbukaan informasi 

berpotensi menimbulkan unsur 

ketidakjelasan (gharar) dan persepsi 

ketidakadilan bagi nasabah. Oleh 

karena itu, diperlukan peningkatan 

transparansi dan pengawasan agar 

praktik penetapan tarif agen BRIlink 

tetap sesuai dengan prinsip-prinsip 

hukum ekonomi syariah serta 

memberikan keadilan dan 

kenyamanan bagi masyarakat. 
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